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N4enlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor'10 Tahun 2008 tentang
organisasi Perangkat Daerah, ntaka dipandang perlu untuk merevisi/
merubah Keputusan Gubernur Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Perizlnan Pembuangan Linrbah Cair di Daerah Khusus lbukota
Jakarta, karena sudah tidak sesuaj lagi dengan kondisi saat ini,
sehingga perlu disempurnakanl

b. bahwa sel]ubungan dengan pertimbanEan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a di atas dan dalam rangka pengendalian pemberian izln
air limbah dl Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakafta, maka perlLr

menetapkan Peraturan GLrbernuf tentang Perjzinan Peffrbuange r A r
Limbah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang Pembeniukan
Peraruian Per-nddng-undargan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pcnrerinlahan
Daerah sebagainlaira telah beberapa kali diubah, terakhlf dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang l.lomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Rr.rengi

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2007 tentang Pemerir)tahan
Provinsi Daerah Khusus lbukoia Jakarta sebagai lbukota llegafa
KesatLran Republik Indonesia;

$u.l*rr*. 7*. ir-n r%r,ot tl c/{lu,oo
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARIA

NOMOR 220 TAHUN 2O10

TENTANG

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I\4AHA ESA

CL,BERNLR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBJKO IA ]A{ARTA,

2.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan d3n
Pengelolaan Lingkungan Hidup;



6. Pe.atu.an Pemerlntah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalan
Pencemaran Udaral

7- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengeolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran A r;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

L Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
tentang Tata Laksana Pengendallan Pencemaran Air;

10. Keputusan iMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995
tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Keg atan Industri,

11. Keputusan l\,4ented Negara Lingkungan Hdup Nomor 58 Tahun 1995
tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;

12. Keputusan Menterj Negara Lingkungan Hldup Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Domest k;

13. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah di Daerah Khusus lbukota Jakarta;

14. Peraturan Daerah Nomor'10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Air
Limbah Domestik;

16. Peraturan Gubernur Nonror 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kefja Badan Pengelola Llngkungan Hidup Daerah;

{ 17. Keputusan Gubefnur Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Trndakan
dministratif bagi Perusahaan/lndustri/Kegiatan yang [,4enimbulkan

Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus lbukota Jakarta;

18. Keputusan Gubernur Nomor 123 Tahun 1995 tentang Tindakan
Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hul(um;

'19. Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan
Peruntukan dan Baku l\,4utu Air Sungaii8ad?n Air sefta Baku Mutu
Limbah Cair diWilayah Daerah Khusus lbukota Jakada;

20. Keputusan Gubernur Nomof 2gg Tahun 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan PeruntLtkan dan Baku Mutu Air Sungai
Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

IV]E]\,4UTUSKAN :

lvenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERtZtNAN pEMBUANGAN AtR
L II\I BAH.



KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Gubefnur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Peme.intah Daerah adalah Gubernur beseda Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah-

3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang seLanjutnya d sebut
Badan adaah Badan Pengelola Lngkungan Hidup Daefal'r Provlnsl
Daerah Khusus lbukota Jakafta.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lngkungan Hidup
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

5. Perairan Umum adalah Saluran air ataLr sungal, yang nrefupakan
iasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan
aif limbah.

6. A r linbah adalah Sisa dari suatu hasil usaha dan/atau keg atan yang
berwujud cair.

7. Baku Mutu Alr Lirnbah adalah Batas kadar darl lLrm ah unsur pencemar
ya-q dle-qqdng daan.l l-nbd" 1(-\ dbudno ddri 'r'( '-
kegiatan tedentu.

B. Pencema.an Ai. adalah Masuknya atau dlmasukkannya niakhlLrk. zat
energi dan/atau komponen laln ke daam af oleh kaTena manusia,
sehlngga klralitas air tufun sampal ke tingkat tedentu sehingga tidak
dapal berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

L Pernanfaatan Air adalal-r Pemanfaatan air limbah suatu lenls usaha
dan/atau kegiatan.

10. Beban Pencemaran Air L mbah adalah Jumlah suatu unsuT
pencemaran yang terkandung dalam a r limbah.

1'1. Pemohon adaah Orang perseorangan alau badan usaha yang
rnengajukan permohonan izln.

l2 Pendroq-noid\^Jb KFg dlrn 3d ,lJ Orang . aL I ddar usohJ )oJ.q
bedanggung jawab atas beroperaslnya suatu kegialan.

13. lzln adalah lzin membuang aif limbah.

14. Tim adalah Tlm pemberi izin pembuangan air mbah.

15. T m Evaluasi adalah Tim yang melakukan penelltian di Lapangan dan
evaluasi terhadap kuaLitas dan kuantltas alr limbah perusahaan yang
akan/ielah dibuang seda kondisi kualiias air pada badan air/perairan
umum Penerima air limbah.
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8AB II

MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 2

(1) Perizinan pembuangan air ljmbah dimaksudkan sebagai upaya
pembatasan beban limbah cair yang djbuang ke perairin umum/
sumber air.

(21 Perizinan pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air
bedujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi bertagai kebutuhan
sesuat dengan peruntukannya.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umurn

pasal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UpL dan
semua dokumen lingkungan setjngkatnya, yang membuang air limbah
ke perairan umum wajib memiliki izin dari Gubeinur.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala
Badan atas nama Gubernur.

Bagian Kedua

persyaratan

pasal 4

( 1) Untuk.,memperoleh izin sebagaimana dimaksud da am ayat ,1) pasal 3rrArr t, oltaKuxan metalui tahapan

a. Pengajuan permohonan izin;
b. Analisis dan eva,uasi permohonan IZin; dan
c- Penetapan izin_

(2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada avat (] I huruf a
0raJUKan secara tertulis kepada Kepala Badan. dengan harLs memenuh.
persyafatan:

a. Administrasi; dan
b. Teknis.



(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu.uf a

ierdlrl dari:

a. Daia islan tentang pembuangon ai.limbah;
b. Peta lokas pembuangan air limbah dan pcnqanlbilan conloh air

limbah dengan skala proporsional;
c. Foto kopi akta pendidan perusahaan;
d. Design Teknls Instajasi PengoLahan Air Limbah (IPAL) dan Standar

Operasional Prosedur (SoP);
e. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan/aiau Dokumen Lingkungan lannya

sesuai ketentuan yang berlaku yang sudah direkomendasi;
f. Hasll pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratoriurn BPLHD

periode 1 (satu)tahun bagi kegiatan yang sudah operasional,
g. Data swapantau selama 3 (tiga) bulan terakhir bagl kegiatan yang

teJah operasionali
h. Penanganan kondisi darurat; dan
i. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,00 tentang kesanggupan

untuk mentaati persyaratan perizinan sesuai ketenluan yang berlakLl

(4) Persyaratan teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri
can:

a. Upaya pencegahan pencemaran, minimaLisasi alr lin bah, serta
efislensi energj dan sumber daya yang harus dilakukan oleh
Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan air llmbah; dan

b. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan
ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan alr tanah serta
kesehatan masyarakat.

(5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hufuf b dapat menggunakan Dokumen Arndal atau UKL-UPL
apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajiar
pembuangan alf iimbah.

Pasal 5

(1) Penelitian kelengkapan administrasi dllakukan oleh Sekretariat Tim
dengan ketentuan :

a. Jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan
dlkembalikan; dan

b. Proses pengembalian diberitahukan kepada pernohon seambat-
ambatnya '15 ( ima belas) hai keria.

(2) Sete ah persyaratan sebagaimana d maksud pada ayat (1) dan ayat (2)

terpenuhi, dilakukan penelitian dan evaluasj/peni aian o eh Tlm Eva uasl.

(3) Tim Evaluasi keanggotaannya terdiri dari Instansi Pemblna, lnstans
Terkait dan Pakar.

(4) Tim Evaluasj sebagajmana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
KepLrtusan Kepala Badan.


